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BUPATI LAMPUNG BARAT 

PROVINSI LAMPUNG 


PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT 

NOMOR I~ TAHUN 2018 


TENTANG 


PEDOMAN PENYUSUNAN AN(}GARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON 

TAHUN ANGGARAN 2018 


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMPUNG BARAT, 


Menimbang a. bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Pekon Tabun Anggaran 2018 sesuai dengan 
amanat Peraturan Daerab Nomor 4 Tabun 2015 tentang 
Pemerintahan Pekon, maka perlu disusun Pedoman 
Penyusunannya; 

b. 	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam hurnf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Pekon Tabun Anggaran 2018; 

Mengingat 1. 	 Undang-Undang Nomor 6 Tabun 1991 tentang 
Pembentukan Kabupaten Daerab Tingkat II Lampung Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1991 Nomor 
64, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 
3452); 

2. 	 Undang-Undang Nomor 6 Tabun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

3. 	 Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerab (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telab 
diubab beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 'tabun 2015 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara RepubUk Indonesia Nomor 5679); 

4. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tabun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tabun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tabun 2014 Nomor 123, Tambaban Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telab diubab 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tabun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2015 Nomo 
157,Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5717); 



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 

.~ 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 

6. 	 Peraturan Menter( Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

7.. Peraturan Menteri Pekon, Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang 
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018; 

8. 	 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081); 

9. 	 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 
tentang Perubahan Rindan Dana Desa Menurut Daerah 
Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor1971); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 
Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 
Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

, 	 Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2017); 

12. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2014 tentang Tata Cara 
Pengadaan Barang/Jasa di Pekon; 

13. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Pekon; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan 	 PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON TAHUN 
ANGGARAN 2018. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 


Pasal1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat. 
2. 	Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung 

Barat. 
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat. 
4. Camat adalah Kepala Kecamatan. 
5. 	Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas-batas wilayah yang berwenang untuk kepentingan 
masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan 
adatistiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam 
sistemPemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 



6. 	Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh Pemerintah Pekon dan Lembaga himpun 
pemekonan dalam mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat 
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem 

, 	 Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
7. 	Pemerintah Pekon adalah Peratin dan Perangkat Pekon 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon. 
8. 	Peratin adalah kepal/it pekon dalam Kabupaten Lampung 

Barat. 
9. Lembaga 	Himpun Pemekonan yang selanjutnya disingkat 

LHP adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi 
Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari 
penduduk Pekon berdasrakan keterwakilan wilayah dan 
ditetapkan secara demokratis. 

10. Keuangan Pekon adalah semua hak dan kewajiban pekon 
yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa 
uang atau barang yang berhubungan dengall pelaksanaan 
hak dan kewajiban pekon. 

11. Aset Pekon 	adalah barang milik pekon yang berasal dari 
kekayaan asli pekon, dibeli atau diperoleh atas beban 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon atau perolehan hak 
lainnya yang sah. 

12. Tim 	 Pengeloia Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK 
adalah Tim yang ditetapkan oleh Peratin dengan Keputusan 
Peratin, terdiri dad unsur Pemerintahan Pekon dan unsur 
Lembaga Himpun Pemekonan untuk melaksanakan 
Pengadaan Barang/Jasa. 

13. Anggaran 	Pendapatan dan Belanja Pekon yang selanjutnya 
disebut APBPekon, adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan pekon yang dibahas dan disetujui bersama oleh 
pemerintah pekon dan LHP, serta ditetapkan dalam Peraturan 
Pekon. 

14. Pedoman penyusunan APBPekon adalah pokok-pokok 
kebijakan yang harus dipedomani dan dilaksanakan oleh 
pemerintahan pekon dalam penyusunan dan penetapan 
APBPekon. 

15. Peraturan Pekon adalah Peraturan yang meliputi Peraturan 
Pekon Peraturan bersama Peratin dan Peraturan Peratin. 

16. Peraturan Pekon adalah Peraturan Perundang-undangan 
yang ditetapkan oleh Peratin setelah dibahas dan disepakati 
bersama Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) 

17. Evaluasi 	adalah kajian dan penilaian terhadap rancangan 
Peraturan Pekon untuk mengetahui bertentangan dengan 
kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang
undangan yang lebih tinggi. 



18. Klarifikasi adalah kajian dan penilaian terhadap Peraturan di 
Pekon untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan 
umum, danlatau Peraturan Perundang-undangan yang lebih 
tinggi. 

19. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan 
yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga 
masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, 
terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, 
terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap 
suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan 
gender. 

Pasal2 

Ruang Lingkup Pedoman Penyusunan APBPekon Tahun 
Anggaran 2018, meliputi: 

a. 	 pedoman umum; 
b. 	 petunjuk peJaksana dan petunjuk telmis; 
c. 	 pendapatan pekon. 

BABII 

ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PRINSIP PENYUSUNAN 


APBPEKON 


Pasa13 

(1) 	 Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, 
akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan 
disiplin anggaran. 

(2) 	 Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dikelola daJam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni 
mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 
Desember. 

Pasa14 

Penyusunan APBPekon Tahun Anggaran 2018 didasarkan pada 
prinsip sebagai berikut: 
a. 	sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan 

Pekon berdasarkan urusan dan kewenangannya; 
b. 	 tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah 

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; 
c. 	 transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetallUi dan 

~+~ 	 mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang, 
APBPekon; 

d. partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; 
e. 	 memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; 
f. 	 tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan 

yang lebih tinggi dan peraturan Pekon lainnya; 
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g. semua penerimaan (baik dalam bentuk uang, maupun barang 
; dan/ataujasa) dianggarkan dalam APBPekoni 

h. seluruh pendapatan (jan belaja dianggarkan secara brute; 
L jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat 

dicapai serta berdasarkan ketentuan perundang
undangan;dan 

j. 	 penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya 
kepastian ketersediaan penerimaan dalam jumlah cukup dan 
harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya, 
serta disesuaikan dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya). 

Pasa15 

(1) Anggaran Pendapatan d!;l.n Belanja Pekon terdiri atas: 
a. pendapatan pekon; 
b. belanja pekon; dan 
c. pembiayaan pekon. 

(1) Pendapatan pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a diklasiftkasikan menurut kelompok dan jenis. 

(2) Belanja pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
diklasifikasikan menurut kelompok kegiatan dan jenis. 

(3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
diklasifikasikan menurut kelompok danjenis. 

BAB III 
~NGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON 

Pasal6 

(1) 	 APBPekon ditetapkan atas persetujuan bersama oleh 
pemerintah pekon dan LHP melalui Peraturan Pekon. 

(2) 	 Tahapan penyusunan Peraturan Pekon tentang APBPekon 
adalah sebagai berikut : 
a. Perencanaan 
b.Penyusunan 
c. Pembahasan 
d. Penetapan 
e. Pengunciangan dan penyebarluasan 

Pasal7 

(1) 	 Perencanaan penyusunan rancangan APBPekon sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a ditetapkan oleh 
peratin dan LHP dalam rencana kelja pemerintah pekon. 

(2) 	 Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga pekon 
lainnyadapat memberikan masukan kepada pemerintah 
pekon dan atau LHP untuk rencana penyusunan rancangan 
peraturan pekon tentang APBPekon. 

PasalS 

(1) 	 Penyusunan rancangan APBPekpn sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 5 ayat (2)huruf b diprakarsai oleh pemerintah 
pekon. 
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(2) 	 Rancangan APBPekon yang telah disusun, wajib 
dikonsultasikan kepada masyarakat pekon dan dapat 
dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan 
masukan. 

(3) Masukan dati masyarakat pekon dan camat sebagaimana 
dimaksud padaayat (2) digunakan Pemerintah pekon untuk 
tindak lanjut proses penyusunan rancangan APBPekon. 

(4) 	 Rancangan APBPekon yang telah dikonsultasikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Peratin 
kepada LHP untuk dibahas dan disepakati bersama. 

Pasal9 

(1) 	 Pembahasan rancangan APBPekon sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 5 ayat (2) huruf c dilakukan dalam forum 
musyawarah pekon antara pemerintah pekon dan lembaga 
himpun pemekonan. 

(2) 	 Untuk melaksanakan pembahasan rancangan APBPekon 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga himpun 
pemekonan mengundang Peratin untuk membahas dan 
menyepakati. 

(3) 	 Rancangan APBPekon yang telah disepakati bersama 
disampaikan olch pimpinan lembaga himpun pemekonan 
kepada peratin untuk ditetapkan menjadi peraturan pekon 
paling lambat 7 (tujuh) hati terhitung sejak tanggal 

, 	 kesepakatan. 
(4) 	 Rancangan peraturan pekon sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) wajib ditetapkan oleh Peratin dengan membubuhkan 
tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung 
sejak diterimanya rancangan APBPekon dati pimpinan 
lembaga himpun pemekonan. 

PasallO 

(1) 	 Penetapan Rancangan APBPekon yang telah dibubuhi tanda 
tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 8 ayat (4) 
disampaikan kepada Juru tulis pekon untuk diundangkan. 

(2) 	 Dalam hal peratin tidak menandatangani Rancangan 
APBPekon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Rancangan 
APBPekon tersebutwajib diundangkan dalam lemharan pekon 
dan sah menjadi Peraturan Pekon. 

(3) 	 Juru Tulis mengundangkan peraturan pekon tentang 
APBPekon dalam lembaran pekon dan Peraturan pekon 
dinyatakan mulai berlaku serta mempuny~ kekuatan 
hukum yang mengikat sejak diunOangkan. 

Pasal11 

(1) 	 Penyebarluasan peraturan pekon tentang APBPekon 
dilakukan oleh Pemerintah pekon dan lembaga himpun 
pemekonan sejak penetapan rencana penyusunan, rancangan 
penyusunan, pembahasan rancangan hingga pengundangan. 

(2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) 
dilakukan untukmemberikan informasi danjatau 
memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku 
kepentingan. 



(3) 	 Penyebarluasan APBPekon wajib dimuat dalarn media 
informasi publik. 

BABIV 
EVALUASI DAN KLARIFlKASI APBPekon 

Pasa112 

(1) 	 Rl3Jlcangan APBPekon disarnpaikan oleh Peratin kepada 
Bupati melalui Carnat paling lambat 3 (tiga) han sejak 
disepakati untuk dievaluasi. 

(2) 	 Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalarn 
batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) APBPekon 
tersebut berlaku dengan sendirinya. 

Pasal13 

(1) 	 Hasil evaluasi rancangan APBPekon sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 11 ayat (1) diserahkan oleh Bupati paling lama 
20 (duapuluh) hari keIja terhitung sejak diterima. 

(2) 	 Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi 
sebagaimana dimaksud' pada ayat (1), peratin waJib 
memperbaikinya. 

Pasal14 

(1) 	 Peratin memperbaiki APBPekon sebagaimana dimaksud 
dalarn Pasa! 12 ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) han sejak 
diterimanya hasil evaluasi. 

(2) 	 Peratin dapat mengundang Lembaga Himpun Pemekonan 
(LHP) untuk memperbaiki APBPekon sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1). 

(3) 	 HasH Koreksi dan tindaldanjut disampaikan Peratin kepada 
Bupati melalui Camat. 

Pasal15 

(1) 	 Dalarn hal Peratin tidak menindaklanjuti hasil evaluasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan tetap 
menetapkan APBPekon maka Bupati membatalkan APBPekon 
dengan Keputusan Bupati. 

(2) 	 Pembat.aIan peraturan pekon sebagaimana dimaksud ada 
ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBPekon 
tahun anggaran sebelumnya. 

Pasa!16 

(1) 	 Uraian Pedoman Umum Penyusunan APBPekon Tahun 
Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalarn pasa12 huruf a 
tercantum dalarn lampiranI peraturan int 

(2) Uraian petunjuk pelaksana dan petunjuk tek:nis penyusunan+ APBPekon sebagaimana dimaksud dalarn pasal 2 huruf b 
sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan ini. 

(3) Besaran alokasi dana pekon (ADP) Tahun Anggaran 2018 
I sebagaimana tercantum dalarn lampiran III peraturan ini.J.., 



(4) 	 Besaran pagu indikatif Bagi Basil Pajak (BHP) dan retribusi 
Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan V 
peraturan ini. 

BABV 
SANKSI 

Pasal17 

(1) 	Peratin yang tidak melaksanakan kewajiban dalam 
pengelolaan dan penatausaan APBPekon dikenai sanksi 
adminstratif berupa teguran lisan danjatau tertulis. 

(2) 	Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tidak dilaksanakan maka dilakukan tindakan 
pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan 
pemberhentian dalam jabatan sebagai peratin. 

(3) 	Peratin yang tidak atau terlambat menyampaikan laporan 
realisasi penggunaan APBPekon dapat ditunda penyaluran 
APBPekonnya sampai dengan disampaikannya laporan 
realisasi penggunaan APBPekon. 

(4) 	 Dalam hal silpa APBPekon lebih dari 30% pada akhir tahun 
anggaran sebelumnya Bupati memberikan sanksi 
administrasi berupa pemotongandana pekon tahun anggaran 
berikutnya. 

BABVI 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasa118 

(1) Penatausahaan keuangan APBPekon dilaksanakan 
berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Pekon; 

(2) Pengadaan barang jasa dalam kegiatan APBPekon 
dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 tahun 
2014 tentang Tata cara Pengadaan BarangjJasa di Pekon; 

(3) Pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam APBPekon 
mengacu pada standardisasi pembangunan pekon yang akan 
diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati; 

(4) Pelaksanaan kegiatan swakelola dalam APBPekon wajib 
mempertimbangkan skema kegiatan padat karya yang 
minimal 30% (tiga puluh persen) dari total kegiatan 
pembangunan di alokasikan untuk belanja upah. 



BAB VII 

KETENTUANPENUTUP 


Pasal 19 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya da1am Berita 
Daerah Kabupaten Lampung Barat. 

Ditetapkan di Liwa 
pada tanggal '> \'I;\Q.Ir",{ 2018 

r""",vSIL MABSUS 

Diundangkan di Liwa 
pada tanggal ., M~ro* 2018 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN LAMPUNG BARAT, 


AKMAL ABD. NASIR 

BERlTA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2018 NOMOR .... 

. PARAF Koorm'it:;'"' 
1;0 JAIATAN 
1 SE'IIIAKAB 
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LAMPlRAN I: PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT 
NOMOR TAHUN 2018 
TANGGAL: 2018 

PEDOMAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA PEKON 

TAHUN ANGGARAN 2018 

, I. KEBIJAKAN PENYUSUNAN' APBPekon 

1. 	 Pendapatan Pekon 

PenJapatan pekon yang dianggarkan dalam APBPekon tahun anggaran 2018 
merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian 
serta dasar hukum penerimaannya. 
Pendapatan pekon meHputi semua penerimaan uang melalui rekening Pekon 
yang merupakan hak pekon dalarn 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu 
dibayar kembali oleh pekon, terdiri dari : 

1. 	Pendapatan asH pekon adalah penerimaan pekon yang diperoleh atas 
usaha sendiri sebagai pelaksanaan otonomi pekon, baik dalam bentuk 
hasil usaha Pekon, hasil kekayaan pekon hasil swadaya dan 
partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asH Pekon 
yang sah, meliputi : 
a. 	hasil usaha Pekon adalah seluruh hasil usaha perekonomian Pekon 

yang dikelola dalarn bentuk badan hukum atau secara swakelola 
oleh pemerintah pekon yang menimbulkan penerimaan bagi 
pendapatan pekon, Contoh Badan Usaha Milik Pekon (Bum-Pekon), 
Lumbung Pangan Masyarakat Pekon (LPMAP), Usaha Ekonomi 
Pekon Simpan Pinjarn (UEP-SPj, Hasil usaha melalui kerjasaman 
Pekon dengan pihak ketiga, dan lain-lain hasil usaha pekon yang 
Bah. 

b. 	hasil kekayaan Pekon adalah seluruh kekayaan pekon yang 
dilakukan secara swakelola oleh pemerintah pekon yang 
menimbulkan penerimaan bagi pendapatan pekon. seperti tanah 
pkas pekon, pasar pekon, pasar hewan, tambatan perahu, 
pelelangan ikan yang dikelola o1eh pekon, dan lain-lain kekayaan 
milik Pekon, 

c. 	 swadaya dan partisipasi, serta gotong royong masyarakat adalah 
seluruh bentuk kontrlbusi masyarakat Pekon, baik dalarn bentuk 
barang dan tenaga (yang dapat dinilai dengan uang) maupun dalam 
bentuk uang yanlS menimbulkan penerimaan,seperti Penyediaan 
bahan baku lokal, partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam 
membangun kantor pekon. 

d. lain-lain pendapatan asli pekon yang sah adalah penerimaan pekon 
(yang tidak dipero1eh dan hasil hasil ulSaha Pekon, hasil kekayaan 
Pekon, hasil swadaya dan partisipasi, dan hasil gotong royong 
masyarakat),seperti hasil penjualan kekayaan pekon, 

2. Transfer Dana Pekon (OD) 

Transfer Dana Pekon (OD) adalah dana yang bersumber dati anggaran 
pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi pekon yang 
ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota 
dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerlntahan,

) pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 
pemberdayaan masyarakat.Dana Pekon dianggarkan sesuai Peraturan 
Bupati tentang Penetapan Rindan Besaran Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintahan Pekon Di Kabupaten Lampung Barat Tahun 
Anggaran 2018, berdasarkan Peraturan Bupati. 



3. Alokasi Dana Pekon (ADP). 
Alokasi Dana Pekon, selanjutnya disingkat ADP, adalah dana 
perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan 
belanja daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang 
selanjutkan dialokasikan ke Pekon. Alokasi Dana Pekon dianggarkan 
sesuai Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Besaran Bantuan 
Keuangan Kepada Pemerintahan Pekon Tahun Anggaran 2018. 

Penghitungan Alokasi Dana Pekon (ADP) setiap pekon menggunakan 
formulasi sebagai berikut : 

Alokasi Dana Pekon setiap Pekon = (Dana Pekon Kabupaten - Alokasi 
Dasar) x [(25% x rasio jumlah penduduk setiap Pekon terhadap total 
penduduk Pekon kabupaten) + (35% x msio jumlah penduduk miskin 
setiap Pekon terhadap total penduduk miskin Pekon kabupaten) + 
( 10% x msio luas wilayah setiap Pekon terhadap luas wilayah Pekon 
kabupaten) + (30% x msio IKG setiap Pekon terhadap total IKG Pekon 
kabupaten)). 

4. 	 Bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah merupakan 
salah satu sumber pendapatan Pekon yang berasal dan bagian hasil 
pajak Daerah dan retribusi daerah. Bagian dan Hasil Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang 
Penetapan Rincian Besaran Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Pekon 
Tabun Anggaran 2018. 
Penghitungan Bagi Hasil Pajak (BHP) dan retribusi daerah setiap 
pekon menggunakan formulasi sebagai berikut : 

Alokasi Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Pekon 
dilakukan berdasarkan ketentuan : 60% dibagi secara merata kepada 
seluruh Pekon, sedangkan 40% dibagi secara Proporsional realisasi 
penerimaan HasH Pajak dan Retribusi Daerah dan Pekon masing
masing. 

5. 	 Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD. 
Adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten 
kepada pekon merupakan upaya untuk mendukung pembangunan 
pemerintah pekon dalam melaksanakan program dan 
kegiatan.Bantuan Keuangan dapat bersirat khusus dan bersifat 
umum.Bantuan keuangan dianggarkan apabila sudah ada dasar 
hukum atau ketetapan yang Bah yang dikeluarkan oleh pemerintah 
provinsi dan atau perrierintah derah. 

6. 	 Hibah dan Bantuan pihak ke III yang tidak mengikat adalah 
Pemberian dari pihak lain yang dapat berupa uang dan barang. 

7. 	 Lain-lain yang sah adalah pendapatan Pekon yang sah antara lain 
pendapatan sebagai hasil keJjasama dengan pihak ketiga, hasilusaha 
BumPekon dan bantuan pihak ketiga lainnya yang tidak mengikat. 
Pendapatan lain-lain dianggarkan apabila sudab ada kesepakatan 
antara pemerintah pekon dan pemberi bantuan. 



II. Belanja Pekon 

Belanja pekon harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan 
pekon yang menjadi kewenangan pemerintah pekon yang terdiri dati : 
kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala pekon, 
kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, atau 
pemerintah daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan. 
Belanja pekon yang ditetapkan dalam APBPekon digunakan 
denganketentuan: 

a. 	 paling sedikit 70010 (tujuh puluh per seratus) dati jumlah anggaran 
belanja pekon digunakan untuk mendanai penyelenggaraan 
pemerintahan pekon, pelaksanaan pembangunan pekon, pembinaan 
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat pekon; 

b. 	 paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran 
belanja pekon digunakan untuk: 
- penghasilan tetap dan tunjangan kepala pekon dan perangkat 

pekon; 
- operasional pemerintahan pe\con, 
- tunjangan dan operasional badan permusyawaratan pekon; dan 
- insentif rukun tetangga dan rukun warga. 

c. 	 klasifikasi belanja pekon terdiri atas kelompok: 
A. 	 penyelenggaraan pemerintahan pekon; 
B. 	pelaksanaan pembangunan pekon, 
C. 	pembinaan kemasyarakatan pekon; 
D. 	pemberdayaan masyarakat pekon; dan 
E. 	belanja tak terduga. 

A. 	Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon 

1) 	 Penghasilan tetap dan tunjangan bagi peratin dan perangkat pekon; 
a. 	penghasilan tetap peratin sebesar Rp. 1.600.000,-/bulan; 
b. 	penghasilan tetap perangkat pekonsetinggi-tingginya adalah : 

- juru tulis sebesar Rp. 1.120.000,-/bulan; 
- kepala urusan/kepala seksi sebesar Rp. 800.000,-/bulan; 
- bendahara Pekon sebesar Rp. 800.000,-/bulan. 

c. 	 penghasilan tetap perangkat pekon hanya dapat dibayarkan 
setiap bulannya kepada perangkat pekon yang sudah 
direkomendasi oleh camat dan dikukuhkan oleh bupati dan/atau 
pejabat yang ditunjuk yang dibuktikan dengan surat keputusan. 

2) 	 Tunjangan Peratin dan Aparatur Pekon : 
a. 	besaran tunjangan peratin diberikan sebesar Rp. 800.000,-/ 

bulan; 
b. 	besaran tunjangan juru tulis diberikan 70% (tujuh puluh persen) 

dati tunjangan Peratin sebesar Rp. 560.000,-/Bulan; 
c. 	 besaran tunjangan perangkat pekon lainnya diberikan 500/0 

(lima puluh persen) dari penghasilan Peratin sebesar Rp. 
400.000,- /bulan;dan 

d. 	penunjang penyelenggaraan pemerintahan pekon 
(Operator/Pengolah DatalRp. 500.000,-/bulan; 



3) Tunjangan Lembaga Himpun Pemekonan : 
a. tunjangan ketua sebesar Rp. 800.000.-/bulan. 
b. tunjangan wakil ketua sebesar Rp. 600.000,-/bulan. 
c. tunjangan sekretaris Rp. 400.000,-/bulan. 
d. Tunjangan anggota Rp. 300.000,-/bulan. 

4) Operasional Pemerintahan Pekon; 
a. belanja penyediaan Administrasi Perkantoran & Rapat; 
b. belanja Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang 

meliputi belanja : 
- pengadaan Komputer/Laptop; 
- Pengadaan Pakaian Dinas; 
- Pengadaan mebelair, lemari, plang, papan struktur organisasi, 

lambang burung garuda, foto presiden dan wakil presiden, 
bendera merah putih dan lain-lain. 

c. belanja PeIjalanan Dinas Pemerintahan Pekon; 
d. belanja lain-lain operasional Pemerintahan Pekon. 

5) Tunjangan Operasional Lembaga Himpun Pemekonan; 
Besaran anggaran tunjangan operasional lembaga himpun 
pemekonan adalah setinggi-tingginya 5% dan jumlah beban tetap 
anggaran pendapatan dan belanjapekon yang dipergunakan antera 
lain untuk: 
a. biaya a1at tulis kantor; 
b. seragam anggota lembaga himpun pemekonan; 
c. biaya rapat pembahasan peraturan pekon; 

, d. peIjalanan dinas lembaga himpun pemekonan. 

6) Belanja Barang Jasa, antara lain : 
a. belanja barang habis pakai: 
b. 	tunjangan asuransi kesehatan bagi peratin dan tanggungannnya 

maksimal kelas II, bagi perangkat pekon dan tanggungannya 
Kelas III ; 

c. 	 belanja pendidikan dan pelatihan aparatur pekon dan lembaga 
himpunan pemekonan; 

d. belanja lain-lain sesuai dengan prioritas kebutuhan;dan 
e. belanja peIjalanan dinas. 

1. 	 belanja peIjalanan dinas dibayar sesuai realcost terdirl dan: 
- uang harlan yang meliputi uang makan, uang saku. 
- biaya transport. . 
- biaya penginapan. 

2. 	 biaya peIja1anan dinas diberlkan untuk peIja1anan dinas 
sekurang-kurangnya 2 (KM) kilo meter dari pusat pekon. 

3. 	 biaya peIjalanan dinas sebagaimana huruf a untuk uang 
penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil standar 
satuan biaya penginapan dan jika peiaksanaan peIjalanan 
dinas tidak menggunakan fasilitas hotel, penginapan lainnya 
atau menginap dirumah saudara/ warga maka diberlkan 
biaya penginapan sebesar 30% dari stander satuan biaya 
penginapan. 

4. 	 dalarn hal biaya transportasi dan tempat kedudukan ke 
tempat tujuan tidak diperoleh bukti pembayaran, maka yang 
melakukan peIjalanan dinas membuat dafter peIjalanan rill 
untuk biaya transportasi tersebut yang disetujui peratin, 
format terlampir. 

"' --> 
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BESARAN BIAYA PERJALANAN DINAS UNTUK APARATUR PEKON DAN LHP 

a). Uang Harlan dan Penginapan 
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! 7) Belanja Modal digunakan untuk pembeUan/pengadaan barang 

~ 
atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dan 12 (dua belas) 
bulan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pekon untuk 

~: kegiatari penyelenggaraan kewenangan pekon. 
, 

8) Be1ar\ia Tak Terduga 
a. datam keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa (KLB) , 

pemerintah pekon dapat melakukan belanja yang belum tersedia 
anggarannya. 

b.keadaan 	 darurat dan/atau keadaan luar biasa merupakan 
keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan 
berulang antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, 
kerusakan sarana dan prasarana. 

c. keadaan darurat dan luar biasa sebagaimaha dimaksud huruf b 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

9) 	 Belanja Penyusunan Dokumen Perencanaan Pekon dan rencana 
keIja pemerintahan pekon (RPJMPekon dan RKPPekon) setinggi
tingginya Rp.25.000.000; 

10) Belanja Penyusunan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja 
pekon (APBPekon) setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,

11) Belanja Penyusunan LPPPekon dan LKPJPekon setinggi-tingginya 
Rp. 7-.500.000,-. 

12) Belanja Pemilihan Peratin setinggi-tingginya Rp. 35.000.000,-. 



B. 	Pelaksanaan pembangunan pekon terdiri dari : 
1. 	 Pengadaan, Pembangunaan, pengembangan, dan pemeliharaan 

sarana dan prasarana Pekon, diantaranya: 
a. 	pembangunanja1an lingkungan; 
b. 	pembangunan jalan pemukiman; 
c. 	 pembangunan jalan produksij 
d. 	pembangunan irigasi perdesaan; 
e. 	pembangunan drainase; , 
f. 	 pembangunan jembatan antar pekon; 
g. 	 pembangunan insfrastruktur tapal batas; 
h. 	pembangunan balai/gedung rakyat; 
i. 	 perbaikan jalan Jingkungan, pemukiman dan jaJan produksi; 
j. 	 perbaikan sarana publik daJam skala pekon; 
k. 	lain-lain fasilitas umum berskala pekon yang dianggap penting; 
1. 	 pembangunan, pemampatan dan pemeliharaan sarana dan 

prasarana kesehatan; 
m. sarana prasarana air bersih; 
n. 	pembanguanan gedung pelayanan ke$ehatan pekon; 
o. 	pembangunan S!111itasi lingkunganj 
p. 	 sarana dan prasarana kesehatan lain berskaJa pekon yang 

dianggap penting; 
q. 	 sarana kebersihan lingkungan; dan 
r. 	 sarana konservasi air berbentuk kolam penampungan air 

limpasan serta sumber air lainnya. 
2. 	 Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana Pendidikan 

dan Kebudayaan, diantaranya : 
a. 	pembangunan/pemeliharaan gedung paud; 
b. 	pembangunanjpemeliharaan gedung madrasah diniyah; 
c. 	 taman bacaan masyarakat; 
d. 	pembangunan baJai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat; 
e. 	 lain-lain pembangunan sarana pendidikan dan kebudayaan 

berskala pekon yang dianggap penting. 
3. 	 Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif, Pembangunan, 

Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ekonomi, 
diantaranya : 
a. 	 pengembangan pekon wisata; 
b. 	 pembangunan pasar pekon; 
c. 	 revitaJisasi pasar pekon dan kios pekon; 
d. 	 pembentukan dan pengembangan BUMPekonj 
e. 	 penguatan permodalan BUMPekonj 
f. 	 pembangunan dan pengelolaan energi mandiri; 
g. 	 penguatan warung teknologi tepat guna; 
h. 	 pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan pekon; 
i. 	 pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan 

perikanan; 
j. 	 pengembangan benih lokal; 
k. 	 pengembangan ternak secara kOlektif; dan 
1. 	 lain-lain pengembangan usaha dan pembangunan sarana 

ekonomi produktifyang dianggap penting. 
4. 	 Pelestarian Lingkungan Hidup. 

a. 	pembangunan tanggul penahan tanah (TPT); 
b. revitalisasi, reboisasi lingkungan hidup skala pekon; 
c. gerakan kebersihan pekon; dan 

. d. lain.-lain kegiatan pelesarian lingkungan yang dianggap penting. 



C. 	Pembinaan Kernasyarakatan Pekon 
1. 	 pembinaan lembaga kemasyarakatan; 
2. 	 penyelenggaraan ketentrarnan dan ketertiban; 
3. 	 pembinaan lembaga adat; 
4. 	 pembinaan kesenian tradisional dan sosial budaya; 
5. 	 pengadaan sarana dan prasarana olah raga; 
6. 	 peringatan hari besar nasional (PHBN); 
7. 	 peringatan hari besar keagamaan (PHB! & LPTQ); 
8. 	 pembinaan kerukunan keagamaan pekon; 
9. 	 bantuan stimulan sarana dan prasarana keagamaan; 
10. 	pembinaan dan penguatan posyandu; 
11. 	pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dan kader 

pemberdayaan masyarakat (KPM); dan 
12. 	pembinaan lembaga kemasyarakatan pekon lainnya. 

D. 	Pemberdayaan Masyarakat 
1. 	pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan; 
2. 	pelatihan teknologi tepat guna; 
3. 	pelatihan, pendidikan dan pemberdayaan perangkat pekon (peratin 

dan aparatur pekon); 
4. 	pelatihan, pendidikan dan pemberdayaan lembaga himpun 

pemekonan; 
5. 	pelatihan, pendidikan dan pemberdayaan lembaga-lembaga pekon 

lainnya; 
6. 	peningkatan dan pemberdayaan kapasitas masyarakat antara lain : 

a. 	kader pemberdayaan masyarakat pekon; 
b. 	kelompok perempuan; 
c. 	kelompok tani; 
d. 	kelompok rnasyarakat miskin; 
e. 	kelompok nelayan; 
f. 	 kelompok pengrajin dan industri ked! (home industri); 
g. 	 kelompok pemerhati dan perlindungan anak; 
h. 	kelompok pemuda; 
i. 	 kelompok masyarakat disabilitas dan lansia; 
j. 	 kelompok masyarakat lain sesual dengan kondisi pekon; dan 
k. 	kelompok masyarakat (satgas) tanggap bencana. 

E. 	 Tak Terduga 
Belanja tak terduga dialokasikan untuk membiayal kegiatan-kegiatan 
yang belum dianggarkan dalam tahun anggaran beIjalan, seperti 
bencana alam yang ketentuan penggunaannya sesual dengan peraturan 
bupati. 

II. 	 PEMBIYAYAAN 

Pembiayaan Pekon meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali 
dahlatau pengeluaran yang akatl diterima kembali, balk pada tahun anggaran 
yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 
Pembiayaan pekon terdiri atas kelompok: 
a. 	penerimaan pembiayaan.; dan 
b. pengeluaran pembiayaan. 

Penerimaan Pembiayaan mencakup: 

a. 	sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya; 

b. 	pencairan dana cadangan; dan 

c. ha~i1 penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. 

SiLPA merupakan pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, 

penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan yang digunakan untuk: 




a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih keeil drui pada 
realisasi belanja; 

b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan 
c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran 

belum diselt:;saikan . 
. SiLPA 	 hanya dapat digunakan 1,Ietelah APBPekon Tahun Anggaran sebelumya 
ditetapkan. 

III. DANA CADANGAN 

Pemerintah Pekon dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai 
kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya 
dibebankan dalam satu tallUn anggaran. Pembentukan dana cadangan 
ditetapkan dengan peraturan pekon. 
Peraturan pekon tentang dana cadangan paling sedikit memuat: 
R. penetapan tujuan pembentilkan dana cadangan; 
b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dati dana cadangan; 

c. besaran dan rindan tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan; 

d. sumber dana cadangan; dan 

e. tahun anggaran pelaksanaan dana eadangan. 

Pembentukan dana eadangan dapat bersumber dari penyisihan atas 

penerimaan pekon, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah 

ditentukan. secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri. 

Penganggaran dana cadangan tidak boleh melebihi masajabatan peratin. 


BUPATI LAMPUNG BARAT, 

, 




LAMPlRAN II : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT 
NOMOR TAHUN 2018 
TANGGAL 2018 

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS APBPEKON 
TAHUN ANGGARAN 2018 

I. 	 PETUNJUK PELAKSANAAN 

A. 	 KETENTUAN UMUM 

Dalam penyusunan APBPekon tahun anggaran 2018, Pemerintah Pekon dan 
LHP harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
1. 	 APBPekon ditetapkan setelah penetapan APBD Kabupaten untuk 

mengetahui pagu indikatif sebagai dasar penyusunan APBPekon; 
2. APBPekon 	disusun dengan memperhatikan skala prioritas, sinkronisasi 

program dan kegiatan serta kebutuhan skala prioritas pekon; 
3. APBPekon 	 disuslJ-n dengan memperhatikan daftar rencana program 

kegiatan· tahunan yang dituangkan dalam Rencana kegiatan 
pemerintahan pekon (RKPP); 

4. APBPekon 	 disusun berpedoman pada peraturan perundang-undangan 
yang mengatur tentang tata kelola pemerintahan pekon yang terdiri dari: 
peraturan menteri terkait, peraturan daerah dan peraturan bupati; 

5. Apabila 	 pendapatan pekon yang bersumber dati bantuan keuangan 
provinsi diterima setelah peraturan pekon tentang APBPekon tahun 
anggaran 2018 ditetapkan, maka pemerintah pekon harus menyesuaikan 
alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan pekon tentang 
perubahan APBPekon tahun anggaran 2018. 

6. Dalam 	keadaan darurat danjatau keadaan luar biasa (KLB), pemerintah 
pekon dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya. 
Keadaan darurat danjatau KLB merupakan keadaan yang sifatnya tidak 
biasa atau tidak dihe,rapkan berulang danjatau mendesak. Keadaan 
darurat yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan 
sarana dan prasarana. Keadaan luar biasa karena KLBjwabah. Keadaan 
darnrat dan luar biasa tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud dianggarkan 
dalam belanja tidak terduga. 

7. 	 Perencanaan penganggaran APBPekon berupa pembangunan fisik dan 
non fisik terlebih dahulu berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten 
melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampug 
Barat. 

8. 	Pembangunan sarana dan prasarana berupa gedung dan atau sejenisnya 
harns dilaksanakan diatas tanah aset pekon yang dibuktikan dengan 
surat kepemilikan tanah atas nama pemerintah pekon yang sah. 

B. 	PELAKSANAAN 

1. APBPekon 	 dilaksanakan secara terintegrasi dan sepenuhnya 
dilaksanakan oleh pelaksana tekhnis pengelolaan keuangan pekon 
(PTPKP) yang anggotanya berasal dati unsurJuru tulis, kepala seksi, dan 
bendahara yang ditetapkan dengan keputusan peratin; 

2. 	Pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBPekon sepenuhnya 
menjadi tanggungjawab peratin selaku pengguna anggaranj 



3. 	Pelaksanaan APBPekon yang dalam kegiatannya teroapat punguta:n pajak 
sepenuhnya menjadi tanggungjawab bendahara pekon selaku wajib 
pungut pajak dalam hal pungutan, penyetoran dan pertanggunjawaban; 

4. Pelaksanaan APBPekon wajib mengikuti dan mematuhi kaidah-kaidah 
dan asas pengelolaan keuangan pekon yang transparan, akuntabel, 
partisipatif, dan tertib administrasi serta disiplin anggaran; 

5. 	Pelaksanaan APBPekon terhitung satu tahun anggaran yang dimulai dati 
1 januati sampai dengan 31 desember tahun yang beIjalan yang 
pelaksanaannya didasarkan atas rencana anggaran biaya (RAB) untuk 
setiap kegiatan yang menjadi dasar pengajuan surat permintaan 
pembayaran (SPP); 

6. 	Pelaksanaan APBPekon paling sedikit termuat dalam buku kas, buku kas 
pembantu, buku pajak dan buku bank atas seluruh kegiatan yang 
berlangaung; 

7. APBPekon 	dilaksanakan melalui penatausahaan yang dilakukan secara 
sisten;tatis, teratur berdasarkan prinsip, atandar, dan prosedur 
berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. 

C. MEKANISME PENYALURAN APBPEKON. 

1. 	Penyaluran APBPekon tahun anggaran 2018 terdiri dari tiga tahap 
penyaluran yaitu: 
a. tahap I sebesar 20%; 
b. tahap II sebesar 40%jdan 
c. tahap III sebesar 40%. 

2. Penyaluran APBPekon dilaksanakan apabila: 
a. 	seluruh syarat dan ketentuan dokumen administrasi telah mendapat 

rekomendasi camat dan telah dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi• 	
kecamatan dengan menyampaikan surat permohonan penyaluran 
APBPekon kepada Bupati Lampung Barat cq Kepala Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat; 

b. 	untuk penyaluran talmp I dilaksanakan apabila Pemerintah pekon 
telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBPekon tahun anggaran 2017 yang dilengkapi dengan bukti 
pendukung dan dokumen administarsi yang ayah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

c. 	 untuk penyaluran tahap II dilaksanakan apabila Pemerintah pekon 
telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBPekon tahun anggaran 2018 tahap I yang dilengkapi dengan bukti 
pendukung dan dokumen administarsi yang syah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan 
ketentuan: 
1). capaian serapan minimal 75% dari total alokasi tahap Ijdan 
2). realisasi out put minimal 50% dari total alokasi tahap L 

d. untuk penyaluran tahap III dilaksanakan apabila PemeIintah pekon 
telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBPekon tahun anggaran 2018 tahap II yang dilengkapi dengan 
bukti pendukung dan dokumen administarsi yang syah sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
dengan ketentuan: 
1). c:;apaian serapan minimal 75% dati total alokasi tahap Il;dan 
2). realisasi out put minimal 50% dati total alokasi tahap II. 
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D. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGAWABAN 

1. 	 Pelaporan dan pertanggungjawaban APBPekondibuat dan disampaikan 
oleh pemerintah pekon kepada bupati melalui camat yang tembusannya 
disampaikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 
Kabupaten Lampung Barat, disertai dengan dokumen pendukung yang 
syah berikut dengan lampiran format laporan pertanggunjawaban 
realisasi pelaksanaan APBPekon tahun anggaran beIjalan sesuai dengan 
tahapan penyaluran (tahap I, tahap II dan tahap III); . 

2. 	Pemerintah pekon wajib membuat dan menyampaikan laporan dan 
pertanggunjawaban pelaksanaan APBPekon akhir tahun anggaran 
termasuk laporan kekayaan dan aset pekon yang diperoleh tahun 
anggaran sebelumnya, paling lambat minggu kedua bulan januari tahun 
berikutnya; 

3. 	Pemerintah pekonwajib membuat dan menyampaikan laporan 
keterangan pertanggungjawaban pemerintahan pekon (LKPP) secara 
tertulis kepada masyarakat melaluilembaga himpunan pemekonan (LHPJ; 

4. 	Pemerintah pekon wajib membuat dan menyampaikan laporan 
penyelenggaraan pemerintahan pekon (LPPP) kepada bupati melalui 
camat yang tembusannyadisampaikan kepada Kepala Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat;dan 

5. 	Pemerintah pekon wajib membuat dan. menyampaikan laporan 
penyelenggaraan pemerintahan pekon akhir masajabatan kepada Bupati 
melalui camat yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat. 

E. 	TIM KOORDINASI DAN FASILITASI PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON (APBPekon) 

:J..-' A. Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan APBPekon Tingkat Kabupaten : 

1. Tim 	 Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan APBPekon Tingkat 
Kabupaten terdiri dari : 

a. Bupati Lampung Barat 
b. Wakil Bupati Lampung Barat 
c. 	 Sekretarls Daerah 
d. 	 Asisten Bidang Pemerintahandan Kesejahteraan Rakyat Setdakab 

Lampung Barat 
e. 	 Susunan Anggota: 

1. 	 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon; 
2. 	 Inspektorat Kabupaten Lampung Barat 
3. 	 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung 

Barat 
4. 	 Bappeda Kabupaten Lampung Barat 
5. Bagian Pengadaan BarangjJasa 
6. 	 Bagian Hukum 
7. 	 Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah 

2. Tugas Tim Koordinasi dan Fasilitasi APBPekon Tingkat Kabupaten yaitu 
sebagai berikut : 

a. menyusun pedoman pelaksan.aan APBPekon; 
b. 	 mempersiapkan berbagai hal yang terkait dengan perumusan 

kebijakan APBPekoni 
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c. 	 merumuskan besaran APBPekon mulai dari perhitungan APBPekon 
Minimal (APBPM), dan APBPekon Proporsional (APBPP) serta 
menentukan variabel-variabel dan bobot Pekon; 

d. menyusun formulasi APBPekon; 
, 	~t e. melaksanakan desiminasi kebijakan dan mekanisme pengelolaan 

APBPekon; 
f. 	 melakukan fasilitasi pemecaban masalab berdasarkan pengaduan , masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan kepada 

Inspektorat Kabupaten; 
g. 	 melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan APBPekon bersama Tim Koordinasi dan Fasilitasi 
Tingkat Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan; dan 

h. 	 menyusun serta melaporkan rekapitulasi kemajuan kegiatan fisik 
dan pelaporan realisasi penggunaan keuangan sebagai baban untuk 
penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnya. 

3. Tim Koordinasi dan Fasilitasi APBPekon Tingkat Kabupaten ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati setiap Tabun Anggaran. 

B. Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan APBPekon Tingkat Kecamatan : 

1. Tim Koordinasi dan Fasilitasi APBPekon Tingkat Kecamatan, yaitu : 
a. 	Camat sebagai Ketua Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan 

APBPekon Tingkat Kecamatan; 
b. Kasi 	Pemerintahan Kecamatan sebagai Sekretaris Tim Koordinasi 

dan Fasilitasi APBPekon Tingkat Kecamatan; 
c. 	 Sekretaris Kecamatan, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Pekon dan 

Kasubbag. Keuangan Kecaniatan sebagai Anggota Tim Koordinasi 
dan Fasilitasi Pelaksanaan APBPekon Tingkat Kecamatan; 

2. Tugas Tim Koordinasi 	dan Fasilitasi Pelaksanaan APBPekon Tingkat 
Kecamatan yaitu sebagai berikut : 
a. 	mela.l<sanakan sosialisasi secara luas akan kebijakan, data dan 

informasi tentang APBPekon; 
h. 	membina dan mengkoordinasikan musyawarah perencanaan 

pembangunan pekon (Musrenbang Pekon) dalam wilayah 
Kecamatan; 

c. 	 mengumpulkan data serta menginventarisasi rencana penggunaan 
APBPekon untuk dicek silang dengan APBPekon yang sudah 
ditetapkan agar tidak tetjadi tumpang tindih pemhiayaan; 

d. 	melakukan pemeriksaan . peketjaan (verlflkasiJ dan 
pemantauan/pengendalian terhadap proses kegiatan yang dibiayai 
oleh APBPekon; 

e. 	 merekomendasi usulan pencairan APBPekon dari Pekon yang telah 
memenuhipersyatatan dan menyampaikannya kepada Bupati 
Lampung Barat Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 
Pekon; 

f. 	 melakukan penelitianI pemeriksaan terhadap pertanggl.lngjawaban 
pelaksanaan APBPekon di wilayahnya masing-masing dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara adminstrasi, teknis dan hukum; dan 

g. 	 menghimpun pertanggungjawaban pelaksanaan APBPekon di 
wilayahnya masing-masing. 

3. Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan APBPekon Tingkat 
Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati pada setiap Tabun 
Anggaran. 



; 
II. PETUNJUK TEKNlS 

A. 	 Kekuasaan Pengelolaan APBPekon. 
1. 	 Peratin adalah pemegang kekuasaan pengelolaan APBPekon dan 

mewakili pemerintah pekon dalarn kepemilikan kekayaan milik pekon 
yang dipisahkan; 

2. 	 Peratin sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan pekon 
mempunyai kewenangan : 
a. 	menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBPekon; 
b. menetapkan pelaksana teknis pengelola keuangan pekon; 
c. menetapkan petugas yang melak:ukan pemungutan penerimaan 

Pekon; 
d. menyetujui 	 pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam 

APBPekon; 
e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban 
APBPekon.' 

3. 	 Peratin dalam melaksanakan pengelolaan keuangan pekon, dibantu 
oleh pelaksana teknis pengelola keUfu""lgan pekon; 

4. 	 Pelaksana teknis pengelola keuangan pekon berasal dari 
unsurperangkat pekon, terdiri dari: ' ' 
a. juru tulis; 
b. kepala seksi; dan 
c. 	bendahara. 

5. Juru tulis bertindak selak:u koordinator pelaksana teknis pengelolaan 
, keuangan Pekon; 

6. 	 Juru tulis selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan 
pekonmempunyai tugas: 
a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBPekon; 
b. menyusun rancangan peraturan pekon tentang APBPekon, 

perubahan APBPekon dan pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBPekon; 

c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah 
ditetapkan dalam APBPekon; 

d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBPekon; 

e. melakukan veriftkasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan 
pengeluaran APBPekon. 

8. 	 Kepala seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan 
bidangnya. 

9. 	 Kepala seksi selaku pelaksana kegiatan mempunyai tugas: 
a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung 

jawabnya; 
b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga 

kemasyarakatan pekon yang telah ditetapkan di dalam APBPekon; 
c. melakukan tindakan pengelu~ yang menyebabkan atas beban 

anggaran belanja kegiatan; 
d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan; 
e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada peratin; 

dan 
f. 	 menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran 

pelaksanaan kegiatan. 



10. Bendahara dijabat oleh kepala urusan keuangan; 
11. Bendahara selaku kepala urusan keuangan mempunyai tugas 

menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, 
dan mempertanggungjawabkan penerimaan, pendapatan pekon dan 
pengeluaran pekon dalam rangka pelaksanaan APBPekon; 

12. Bendahara wajib melakukan penatausahaan dengan melakukan 
pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup , buku setiap akhir bulan secara tertib; 

13. Laporan pertanggungjawaban penatausahaan keuangan pekon akhir 
bulan disampaikan setiap bulan kepada peratin dan paling lambat 
tanggal 10 bulan berlkutnya; 

14. Untuk membantu kepala seksi selaku pelaksana kegiatan peratin 
dapat membentuk tim pengelola kegia1;an (TPK) dan unsur lembaga 
masyarakat; 

15. Tim 	 pengelola kegiatan sebagai pembantu kepala seksi selaku 
pelaksana kegiatan mempunyai tugas: 
a. menyusun rencana anggaran biaya.; 

.b. menyusun spesifikasi teknis barang/jasajika diperlukan; 
c. 	 melaksanakan pembelian/pengadaan; 
d. memeriksa penawaran; 
e. melakukan negoisasi (tawar menawar); 
f.menandatangani surat peljanjian (ketua TPK); 
g. 	 melakukan perubahan ruang lingkup pekerjaan; 
h. melaporkan kemajuan pelaksanaan pengadaan kepada perntin;dan 
i. 	 menyerahkan hasil pekeljaan setelah selesai 100% kepada peratin. 

B. Penatausahaan APBPekon 
1. Pengadaan barang dan jasa; 

a. 	pengadaan barang dan jasa dilaksanakan melalui swakelola oleh 
tim pengelola kegiatan (TPKJ meliputi kegiatan persiapan, 
pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban hasil 
peketjaan; 

b. 	 terhadap kegiatan konstruksi wajib memperhatikan aspek padat 
karya menggunakan tenaga kelja setempat dan potensi sumber 
daya setempat; 

c. 	 rencana pelaksanaan kegiatan paling sedikit memuat: 
1) jadwal pelaksanaan kegiatan; 
2) rencana penggunaan tenagakelja, bahan dan peralatan; 
3) gambar rencana kerja untuk pekeraan konstruksi; 
4) spesifikasi tekhnis (jika diperlukan) dan rencana anggaran bieya 

(RAB). 
d. 	pelaksanaan kegiatan dilakukan berdasarh-an rencana oleh tim 

pengelola kegiatan;dan 
e. 	 tim pengelola kegiatan untuk pekeljean konstruksi depat 

menunjuk satu orang penanggung jawab tekhnis dari anggota tim 
pengelola kegiatan yang dianggap mampu dan dapat dibantu 
personil dinas terkait serta dibantu pekelja (tukang/mandor). 

2. Pengajuan Surnt Perintah Pembayaran (SPP): 
a. 	 kepala seksi selaku koordinator pelaksana kegiatan mengajukan 

surnt permintaan pembayaran (SPP) kepada peratin melalui juru 
tulia untuk pembiayaan pelaksanaan kegiatan; 

b. atas pengajuan SPP juru tulis melakukan penelitian kelengkapan 
dokumen, menguji kebenaran/tagihan dan menguji ketersediaan 
anggaran; 



c. 	 atas persetujuan juru tulis peratin menyetujui surat perint.ah 
pembayaran (SPP) yang telah di verifikasi untuk dilakukan 
pembayaran melalui bendahara;dan 

d. 	 atas persetujuan peratin bendahara melaksanakna pembayaran, 
melakukan pencatatan dan melaksanakan pemungutan pajak. 

3. 	 Pembayaran: 
a. 	 kepala seksi menyerahkan dokumen surat perintah pembayaran 

(SPP) yang telah disetujui peratin kepada bendahara;dan 
b. 	 bendahara melaksanakan pembayaran sesuai dengan surat 

perintah pembayaran (SPP) dan melakukan pencatatan atas 
pengeluaran yang terjadi dalam buku kas umum. 

4. 	 Pengerjaan buku kas pembantu kegiatan: 
a. 	kepala seksi/pelaksana kegiatan bertanggung jawab terhadap 

tindakan pengeluaran yang menyebabkan beban atas anggaran 
belanja kegiatan dengan mencatatkannya pada buku kas 
pembantu kegiatan;dan 

b. 	buku kas pembantu kegiatan yang dkeIjakan oleh kepala 
seksi/pelaksana kegiatan berfungsi untuk mencatat semua 
transaksi penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan 
kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. 

5. 	 Prosedur penatausahaan peneIimaan; 
a. Penerimaan melalui bendahara: 

1) pihak ketiga/penyetor mengisi surat tanda setoran (STS)/tanda 
bukti lain; 

2) bendahara menerima uang sesuai dengan jumlah yang tertera 
dalam STS/tanda bukti lain; 

3) bendahara mencatat semua penerimaan dan menyetorkan 
penerimaan kerekening kas pekon;dan 

4) 	 bukti setoran berupa surat tanda setoran/tanda bukti 
peneIimaan lainnya harus di arsipkan oleh bendahara secara 
tertib. 

b. PeneIimaan melalui bank: 
, 1) pihak ketiga/penyetor menyampaikan pemberitahuan setoran 

.	yang dilakukan melalui bank kepada bendahara dengan 
melampirkan bukti penyetoran/slip setoran bank yang syah ke 
rekening kas pekon;dan 

2) 	 atas penyetoran tersebut bendahara melakukan pencatatan 
smua peneIimaan yang disetor melalui bank pada buku bank. 

c. Penerimaan melalui petugas pemungut: 
1) peratin menetapkan petugas pemungut; 
2) petugas pemungut menerima uang sesuai yang tercantum dalam 

STS/tanda bukti lain untuk selanjutnya dapat menyetorkan 
penerimaan melalui bendahara atau melalui bank ke rekening 
kas pekon; . 

3) 	 kas pelaksanaan tugasnya petugas pemungut menyampaikan 
pemberitahuan kepada peratin;dan 

4) atas penyetoran tersebut bendahara melakukan pencatatan 
semua peneIimaan yang disetor melalui bank pada buku bank. 

BUPATI LAMPUNG BARAT, . 
\ 
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lAMP1RAN lU : PERATURAN eUPATILAMPUNG BARAT 

NOMOR TAHUN 2018 

TANGGAL: 2018 


I. 	 BESARAN ALOKASI DANA PEKON TAHAP /20 %, TAHAP 1/ 40 % OAN DAN TAHAP 11140 % 
LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2018 

Kecamatan/Pekon TotalADP ADP20% ADP40% ADP40% 



- -

- -

_ _ _ 

- -

- - -

- - -

r-____r-p~ek~ ______~82~.~56~7~.4~3~3+-______~16~5~.1~34~.~86~54-----___ . 1~34~.. ~86~54o~n~w~a=sp~a=d=a______________+_------~4~12~.8~3~7~.1~63~,~00~_ _ ~16~5~

\-___+-_P_ekon Tiga laya _+-______~4=27~:.~72~7~.8~5~4~,0~0+_---~85~.s~4~5~.s~7=1~----_ _~1~7=1.~09~1~_ r__------~L1.091)~ 
- -;-Pekon Giham Sukamaju 437.839.4~~ ___ _ _ 1_t_----=-17 . 76:.::2 _ _ _ 175.135.Jg~8::..:7-".5::.:6'_'_7_".8o.=8..:: :...:5:.:..1::.:3=5c:..:-=


6 KECAMATAN SUOH

\-- -+--- - 2.947.761.809,00 589.552.362 1.179.104.724 1.l79.104.!1!. 

Pekan Suka Marga 427.482.18300 85.496.437 170.992.873 170.992.873 

Pekon Sumber Agung 409.335.823,::.:OO"-+-___--=8:.=1c:.::.8"'6~7.:.::16::.:5+----=.16::.:3::...7:..=3:....:4.:=.3.=2=-9+-____1=.:6~3c:..:.7-=3....::4.:.:::3::::29"-l 

Pekon Tuguratu ._ _ ______-+ --C-:43::.:9:.:..1::-4.:.;:9_:._:1:.::6:.=2,,;:,00'-=-J____-=8:.:.7,::.8:=2:::.9.:::8.::.32=;-__ _ _ -'1::.:7-=5.:..:.6:::5.::.9::=.6:.::6=-5+-___ __ -=1:.:.7::.:5. ..::.66::.:5:;___ :::6::.:59::.:-=-=

~=_-_-j-· klo".,n:-B..-a:-n--..- ng~_=__=__=_ _=_-~_=__=_-=_=_ _ . 7=8-;8.:..=8-'- _~ ~~ ~-=8=-_"4:-:.:.:.7~5:::7::.-'-7:::7:;5:; - - ~.::1:-:6;:9;;. 5;:1~5::..:.-=5;;4",9==!__ P"'eT diin-9:-cA.-:g:c-u,-c -=_ -4=2=3= 73::.!=:-.=.00=;-1--- ~ ·~- ~~~~ ~~~~~~__=_:_=__=__=_-~_=__=_-=_=_ ~~_-~1:::6=-~9:-c.:::5=-~1:-::5;;.:::.5:-:4~9:;~~
\----+-P~e~~ ~ ~~ o -- ---------~~---l------~~~~.~---.~~~~~------~~~~~kon·R~ow-ore~,i~---------

J ____________-1-_____ 429.229.793,00 1-- .::..:91:..:.7+_------~1~71~.6~9~1:=..9.:::17'-1____-..:8~5:.:!.84~5.""95:::9+_------:1:.7~1~.6~9.::.:1

\-____ __ _ __________ 4-=.3.=.::..:..=. ~ ~: ~ .7-=5~9.~44~1+-_pe_k_o_n_sm_ore:.:.io ___4_-----4-=1~ 98 60::..:3,00~j--___ _~82=.=8.7:...:9~.7 2.::14_------=16~5~.7::..:5.:=9 .44~14_-----~1:..=6=-=5~

1_-------+--Pe-kon i n- - ~~ ~ ~~--- __ --- -. . -.!'- --R-'-'ng=-ic.:. r~i ·~~-~~~ ~~~ -+'--·-~====4=04=.=3=77=.=37=2::,OO==~·=====- --~8;:::.: ~~~~====1~6=l-=.7-=50::-.-::947.9:--.t------71::6-1::-.:::i~S,..-a 0·~8-=7'-"5:~.74'-'7~4::-
-~~--4_-~~~...~~~ftAU---------\-----~~~-=~~~r_---·------~~~~~+_----~~~=~~~--------~~~~~4 __ _.__ __N_BA~U_BRAK _ _ ~506.563~~9.00 1- _ ..=:62=5::.:..5::.:2:::0+-____--'1:::..8 :.::2=5.::.5::::2~:_L __j--KECAM_A T.:A_ ___ ___________-If-- _ _ ___~1.31~,?~1- __.-=1.:::8.=:02= ::.:0:.::2::.;.6

Pekon Kembahang 414.481.569,00 '-' 82.896.314 165.792:::.6:~2::::.8+-_____ .--=1:=6""5.c..;79::.:2:::.6:.=2=--J8 

--------f--,-------·----------------- f--·--------~~----+--------=::-::-~:::-:-r--------;:·~~~=4---------~:-::::~_::_=_==~ 
f-- ____~~kon Negert !?atu __________ f----~~~~-~~,.QQ.I-- 83.681.885 __ ~16=-:7:..:..3::.:6:=3c:.;.7:..:.7~04_-------.~1:::6:..:.7.:.::.~~ 

- - -----I-pekon kegeringr;n-----·------- I-----408.966.344;oo f--- 81.793.26~ 163.S86.5fs- 163.586.53~ 
1--- ----------------------. 1---- - - -------.-- ---------- ---r_------ ------= +------::.:==::::.:::.'::..../

-1-------- ------------------------f--.---. -----.-----.,----~------_:_:-,--__j 

1----- ~~kon Gunung Sugih _ ____ __1- 398.000.5~~l!Q.1_----- 79.600.11~ _ _ ___ ..::15~9::.::.2::.:00~0!____ .2~2~84_------...:.1=5~9."'2::::.00~.::::.2"'28==-t 

- --- peron Pekon Balak .--1-- ------ .410.622~m:oo 82.124.45~ -:--:::4:-.24:-:8:-:.91-:: c-:-::.2-=-4::-8.~ -16- =- ~ ~4------:1:-:64 9:-10:-l
------{- ------------.----- --------1-------- ----1-------= -:.:."-:=:==+-------=:::....:::.=-=::::.::.:'-1 

f--. Pekon SUKabumi ------.---- 1------- 418.946.451,00 - ---·--83.789.290 - 167.578.580 167 .578.580 
----\--- .--.-------1------------ --- r--------::-'-'c='="-"-I--- - ---= -==-===-I 

-
Pekon Conggu -- -----410.479.051,00 ·------ r------- -= 'C.1-::c1.-=-=-c0 - -- - --- -4.191:62082.095.810 -:16-4-:-9'C"62 ..-+-- · 16 - 

1--- - 1----- - ----------- ------- /----.---------==- 1---------- --- =-:..:.:::====+----- 
-'- - Pekon l\;"tae '0"------------~---425.04z:8s3:-00 t--=- --_ '__'__.5_7 1_t_------ .9:-:-1-=-7-::.1-::1 +---- 170--- !-~--_~ 8.?:..:..O;:c08 _ ----l:-::2..:-::0--: 4-:- ------- .01 7.-41 1 

----- Ipeicon Teba Uyokh --.- ----- 401.821.245,00 ------ - 80.364.i4'9r- - 160.728.498 160.72SA9i
1------ ~------------.------ ---- ------ --- -------- ----------- ----------------- ------------.- 

1----8 - KECAMATAN SUKAU f---__4.2~2.121.~QQ~ 856.424.379 1.712.848.7S8 1-.n2.84- 58-1·-+------ -~--8.-:.,-
...---- -1---=-.--------- ---- ---_. ----- _ _ __::-::-::-:-::- ----- - 

1--___ ~ekon Tanjung_ '!.~?_ ________ !-______ 456~29.~2,QQ 91.305.916 182.611.832 182.611.8~l.. 

------ _._----- -------------.-!---------------- ------------=--===- --- ,::-::-:;:::- ---- --_.--- - --- 
f- ____~~on Hanak~_________ 432.363.637.QQ _ ____86 .~~72~ r----__172.9'!5 .4~~~______ 172.945~ 

--11-------- .--- -------- - - ---- ------;-r__. - .-----------=-
1----- ~kon Buay Nyerupa - - ------ -- 459.830.639.09 _ _ _ ____9.~ .96§~ ______..!?3.91.U56 183 .932_2~~ 

_ ___-+ Pek_on Ta~p_ak Sir;n-=_ ______ __ _ 4"'2.,,8"'.8<>2=8 ~.s_'Z§?c§n:_ _ _ 171.531.262"_ _ _ __ ____ g -+________ .163,oo C--____ _____ 121 .5_3_1.26~ 


1---- '~- a ---- 84.5~9-.6ri- 1-;;:::-.-:: . 3 16;:::9~~
Pekon laga Rag------------- 422.598.417 00 ---·---- _- ----- 69 03~-:9;:-::c6;:-::7:+-----~ .0;;-:3;-;;9:-:;jiz= 

~ko c.:.P....:a:.:g~ac.:.r_'_D_'_ 85.280.2~.!L _____ 1::,:7c::0::,:.5:.= 6+-____ _ 

==_~ekon Suka MU/~y_a __-"'4=_ .240,.._'8.3~~1LQQ. _____ 86.2!!1 .6~i __ ___ .--= ~"'.~56"'3::.::.3"-'2'-';_I_-------=.: -==-
_ ..__ _ -+_c.:.Pec.:.::..:n ew_a__________ + --------"426.401.13900 _ _ 6c=O.:.,;.4c=5.::. _ 170.560.456 

_ _ ____________-+_______ 31"'~ "" I~72 " 17:..=2:::.5:.::6:.::3.::r .3:::2~; 
-

~--~anaanOclf~ 40-7.8-85-.---- 8:-1-.s=7=7~.1~41:~--------~1~6=- 15~4~.2~821---------717.63-----··--------j---------- -- 705 00~-------- 3.~ ~ ::-.1=5~4~.2=8~2 

Pekon Bum; laya 407.985.09200 81.597.018 163.194.037 163.194.03L ---- ---.-------------------l---------"'''-!..!c~,~~=-----

1------~-~---=-~~~~------·------~I--------~~~~_::c~·~---------~~~7T--·-----~~::_:_:__:c~,r---------~~~~ 
Pekon Teba Pering laya 408.2!l1.206,OO 81.658.241 163.316.482 163.316.482 - ---.- -- - - ----------------- I--.----~= c::==="-I----.-.-...::.=:-::.::.:=-=-j------ -=--=-==-'-"'-''-t------ ------.

~~~~CAMATANGEDUNGSUR/~!!. __ :=_____2.134.070.~03,OO ~. ---426.814.06~ ~_ ----8s3.6211~_____853.~~~ r_.

---- ~·P· -;- n .... ur:7;an:-----------j-------:4~2::-- ::-::-.6::-:9:-::~~,0:--0.:-t-------85:-c.9;::8:-::0-:.1.:3:=-9::-4+_-_-:--_ -_ :-0~.2~7=_t8..eko- G~ed·u-n"'g'S~ "' 9.~900 -: = __ --:... ~1~7~1~.9~60~.~27~8~~========~1::;:7~1.~9-6"_'
I------~---------~-------------- ----- 

1--___ __ P_u_ _ _ _ _ _______ _ __ " :::.c.:. . 2=9:=5:L:,00=-if--_____~ 175.388.118+-_Peek_'o_n_ ra M_ek_lar . __I--_ ~4::.38 47.:..:0:.:; 8::.:7_".6:.::9:..:4.:..:.0c=5.::.9_t-----175.388.118 

1-____ +_p_ __·p w_-.:_a,-cr_a~s~~ ~~~~~~~~-_--_I_--------4::-:0:-::9-::.6:-::0-:::6. 9::-~?~,::-0O'=O~_I~-=--=- -=- .-;;:9'-2~1:::.,3~8~2~'=- -=--=- _ _.,..,16~3-:: - 16-3-.842-.7-63_ _e_ko_n CI'_-7_ta~.. ~ ~ -=--=-=-.-=- -=--:;:8;;1::; -~ ---- - .34-:-2::-.76-3-1--------- --

I----·-l-~P~e~kon /y-a- - - - -- - - -.- - . 7-9c~9- ------84.108.760-~~=r~iM~u~ -------42-,-0,-.5-43- ~OO 168.217.520 168.217.520 

~-----+-~~~1~~~-------------1__------_:_::~7.:__:c=_:~~--------~~~~1-------~~~~~----------------~ 
Pekon Mekar lay:_ ___ _ __I'---.----4c::3-=-5.:-:5:-4 ~'-" .4'-4"'2+-------1::.:7-' .2:.::1:.=.a~.'--___ ~8:::.,;:,60=5:!.,OO=-\----_-=.;87:.:.-=-10:.::9 .72:.=1_+_---~17'-4-'-'.::::21::9"- 4c:; 9:.,;.44'-=-12 

I-- 10 KECAMATAN KEBUN TEBU 4.120.066.806,00 824.013.361:-1--__--'1.648.026.722 1.648.026.722 

Pekon Pura laya 431.254.221,00 t--_ ___ .2:.::5,;:,0.:=8. _____"'72~___ :8:;:6.:: ...:.44-'+___---=172.501.688 1~.:::.:..

\----+--.--..---..--""-,.-,--_._-- ---_.- --------- -- ----------::-::-:::::;:-;:: -~ ,-_._ - - --:----:-,---.-----j- ------------ ---=
_______P_ekl__ _ _ ___ ____ _ ______--=8~6.~2.::.03~.~704=_.:...t -------~1~7=2.:.:4~07::..:.c.:.40:::9+--------~72=.4~0~7~.4.:..:0~9_on Pu_r.o WiW_'_·w_n _____ __-4_________...:.43::..:1:::..0:::1:.::8::,:.5:..=2=2!,.=0..::.0-l--_ 1.:..:

1--____+-P_e_ko_n_Tl_r_ili_u_dl_·S~yu_k_ =51.307,oo+-______~81~.s:::5~0c:;.2:;:6=1+_------~1:.::6~3.=loo::.:::..:.5~2=3~-_____ . 1~OO:::.~52~3~u_r____________II--------~40~7...:..7 __~1:;:6=-=3~

~=====~==p=e=~o~n=M==u~ar~a=l:aZya~/=============:=====~_=__=_-::4~0~9~.=4:.::0~3:-:=2~7::-:4~-:,,;:,OO~~~·~_:---___ ..::.6~5~~~~+L-~_-_--_-_-_-~-1_6~3~._7~6~1-: ~+----------:1~6-::-:3~~.. =~~8~1-.:.::8~8-:-0~-:: · _ .3~1~

http:426.814.06
http:anaanOclf~40-7.8-85-.----8:-1-.s=7=7~.1~41:~--------~1~6=-15~4~.2~821---------717.63
http:121.5_3_1.26
http:459.830.639.09
http:432.363.637.QQ
http:82.124.45
http:2~2~84_------...:.1=5~9."'2::::.00
http:1-398.000.5~~l!Q.1_-----79.600.11
http:163.S86.5fs-163.586.53
http:f---81.793.26
http:506.563~~9.00
http:m_ore:.:.io
http:8:.:.7,::.8:=2:::.9.:::8.::.32
http:175.135.Jg


-I 

II/ 

; 

,e, 8] 

Pekon Muaro" 'fU 

Pe/(on' 

Pekim 

"'7' 1,170,0l) 

12 ., 
.,.Peken 

.,409.947.! 

, 

406.11 

414. 

.. 435.594. 

Pe/(On' 410.771 

81,' 

14 • 
Pekoni 

Pekon 


Pekoi!; 


Pekon fl, 


11 

" · 

· 

· 

· 

. 75 

. 

-:-

-; 

· 

· 

· 
'.711 

· 

· 

/ 

· 
17.716 

-

i. 
·· 

· · 

-


16"'i~+==~" 

-

-

-

-

-

-

· 

. 

ili .1 
161. 

-

- · 

- -

-: · 

- · 
-; -
· · I 

-
I 

· - I 
170 '7.946 .' 

-
, 

164. 
,;. 

- ..: 
11 

- -

- -
175.. 

- - · 

:l 

· . , 

'm 

· -
· · ' 

- · 
, 

· 
.716.56' 

· 

· 
1:~ 

· 
-: -
· 
; ; 

164. 
· - · 



-

- -
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Pelion SuTiilMtiJii -398.593.98800 79.718.798 159.437.595 ··~---i59.437.595 I 
- - ,J

Pekon u)~ng 40H60.599 00 
._. 80.632.120 161.264.240 161.264.240 . 

" 

~. 
- - .."----,,.~;,7iPelron Keagungan " 408.186.6<10,00 .81,<;37.328 163.274~ ___ " 163.274M!L 
- -. P~n rowan suko MU/ya 417.582.583 00 83.518.517 167.033.083 167.033.083 . .. 
- - .....~.,= 

- ..~ 
._p~~()(l Poncur Mas- 405.466.302,00 -"'---81.093.260 162.18 •• 521 162.186.521 

~---, n_ peko~Lom6~k~t~n 
- - -

399.879.293 00 79.975.859 - 15~.951.717 159.951.7lL 
.. -". .. 

15 KECAMATAN BANDAANEGERI svvH 4.421.829.1. 884.365.825 1.768.731.650 1.768.731.650 _ ... 

" .._. ____M .. - .__ ..._.:
Pe!iiiilSuOF!' 478.601.81400 95.720.363 191.440.726 191.440.728 

r-~ 
- -

~ 
Pe1i.On Srimulyo 4OU73.259 00 81.6~. 163.i69.304 183.i69:3Oi 

- .. 
Pekon -Bondar Agung-- 54O.69~.325,OO 108.138.865 216.217.730 

- .. 
r'eKOn Rmgtn Jaya 430.222.08800 86.044,418 p2.08~~ 172.008.83i 

- -
PeKOn Bum} Hantata/ 464.406.971 00 92.881.394 185.762.788 185.762.788...__.. 

- -
.. 167.2311ri'PelCOn Gunu'!!!ratu 418.083:13100 83.616.626 167.23~.•252 

.. - . 
. iiekcn Tanjungsari 403.186.407.00 80.637.281 "'-----161.274.563 161.274.563..-.- -

PeKOfl Negerl ]aya 436.820.54900 87.364.110 174.728.220 174.728.220 
~. - - -- ----paOli TemQelang 411.533.923 00 82.306.785 ...___!~11,613.569 164.613.569 

.. .. -
Pekon Tri MekarJaya 430.106.659,00 86.021.332 172.042.664 172.042.~ 

Total 54.798.403.000,00 10.959.680.600 21.919.361.200 21.919.361.200 
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LAMPIRAN IV : PERATURAN aUPATILAMPUNG SARAT 
NOMOR: TAHUN 2018 
TANGGAL : 2018 

ALOKASI BESARAN PAGU INOIKATIF BAGI HASll PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 
SEKABUPATEN LAMPUNG BARAT 
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06. Pekon SUImbaml 9.70fJ.6S4(J{J 

07. _ ""'!}!}U 9.189.J3fJ,DO
08. ___ 

1J.644.1Jl)(),lJIJ 

09. PeJam SuIti>RJ!Ja JO.097.21J1J,lJO 
10. __ 

8.1JO.Oso,.OO : 

II. PeI«m reba l.Jokh ..= 641J,.00 , 

8 KECAMATANSlJKA/J &9.495.810,00 

01. T."jImg Raya 7.083.21XM')() : 

02. Pekt;n HanaktIU 8.lIIi!I.IJ2400 
o:J. _ Buayf+wupa 7.237.530,00 
04. _ T>pak $Iffng 6.264.610,.00 : 
0IJ. __ 1li<;. 

8.016.82400 I 

06. _ PagarDewit 6.93I1.104(J() ; 

07. _ SIlk. Mulya 6.6$0,11400 

08. Pekon Bandar fJarau s..514.0~OO 

09. Pel«m BumI_ 6.039.11400 

10. PeJ:on 'reba Rs 7.670.68Q(}() 

9 KE'CAMATAN GEDUNG stIIUAN 2IJ.221.49D,fJO 

1. pekiJn Gedimg SIIIii1n 5.3SU6IlJ!O 

2. Pekcn Puramek1Jr S,934.220,lJIJ , 
3. _ Cip/awdnu 

4.910.790,00 I 
4. PeI«m T_ 5./J53.0~1J{) I 
s. Pekrm MekiJrJaya ti.169.9SO,(){) : 

10 KECAliIATANKESIJN TEBU 73.V5.UO,OO i 
OJ. Pekon Puro Jaya 9.578.1~lJ() : 

oz. Pekon Pura ~itan 4.885.520,00 

03. Pekrm TribtJdJSylJkur s:t1J9.420-00 

04. Pekcn Mtwa JsYiJ 1 4.769.924(J() 

Milam Jaya 11 11.910.790,00 

{)6. Pekon Tiibudi Makmur !i.994.460,00 

07. Pekar> 7lqu MuIy. 8.116.91O.0fJ 

08. _ Opla MuIya 7.693. 460,01) I 
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10. Pekon MwJra Batv 6:.9O£844()j) 
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02. Pekon SemaranrJ.leya 7.64()·98400 
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LAMPIRAN V : PERATURAN SUPATI LAMPUNG BARAT
• NOMOR : TAHUN2018 

TANGGAL: 2108 

III. ALOKASI BESARAN PAGU INDIKATIF RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 
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_ KuIm /jf(JJ Jaya 
S2f).6.JO,.O(J i 

MOIl SumberRejo 842.360,00 I 
Pekon Atar~wu 1.564.66O,0f) ! 

14 ItfCAMATANl.lIMBOKSENlNUNG: t4.HJI.91D,OO 

Pe!«m/JJmhak 1.644.16400 :--- 90MSlj<l? i 
PekDn Suka Banjar 933.79O;OOi 

PeI«Jn LomlxJk TlI11ut 9.11.($4400 ! 

_Suka n u RembIJn 1J!)4. HI} otJ 
Pekon Suka Maju 835.730,00 

-1.IjwJg 2.69l.55O,OO 

Pekpn- 22S3.9f)O,00 • 

Pe/(on T..mM StIka MuIyi1 1.876.9f)O,00 I 
PekM PanCJJr Mas 94?J'IO;(}() 

Pek!Jn /J:>mbok SttIatan 992.6IXJ,00 

15 KECAMATANBANDA/lN£6/!RISIIO/f: :L1.051.25IJ,OD . 

"","",suo/! lJ5j.!XJ400 , 

PI!k",,_ 82fJA31J"OO 

PekDnSanriarAgung 889.1.5400 ' 

PeI«m Ringfn Jaya 11IJS.1If400 

Peltnn 8um!HaIWilai t.564.820,00 

PekOll (JunUl'lg Ratv 1.63S.4JtJ,()(} 

Pekon Tanjung Sari 1.68S.070,OO i 

Pektm Negeri ,kYiJ 2.817.2S~()() , 

I Pekon Tembe/ang 996.53000 

Pekon Tr/ Mf:kar.!aya . 9OJ.Sl0,(}f) 

TOTAL 175.528.400,00 


